
'lengingat 

a. bahwa sesuai Pasal 1 angka I Peraturan Pemerintah Nomor f>9 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan 
lnsentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah, maka 
terhadap instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah 
dlberikan Insentif yang diberikan sebagal pengha,gaan ..,.. 
kinerjanya dalam metaksenakan pemungutan retribusi daerah; 

b. bahwa betdasarkan pertfmbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di atas, insentif bagi pelaksana pemungutan Retribusi 
Oaerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
oaerah·Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi J.i,va 
Barat (Be<ita Negara Tahun 1950); 

2. Undang·Undang Nomor 1 Tahon 2004 tentang Pert>endaharaan 
Negara {Lembaran Negara Repoblik lndoneSla Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
• dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 201'1 tenta~ ~ntahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repoofik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang4Jndang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor Sf>79); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retnbusi 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119); 

'1<>11imbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

INSENTIF BAGI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 

BUPATI BEKASI 

NOMOR y f.&ll11l 201e 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



... Penanggung jawab pengelola k.euangan daerah adalah Bupati <Ian Wakil Bupati yang 
merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. 

,. Koordinator pengelola keuangan daerah adalah Sekretaris Oaerah yang merupakan 
peJabat yang bertindak selaku koordina!O< pengelolaan keuangan daerah. 

f>. Perangkat Oaerah pelaksana pemungutan relribusi daerah yang selanjutnya dismgkat PO 
pelaksana adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Oaerah yang melaksanakan 
pemungutan retribusi daerah. 

2. Pemerintah Oae<ah adalah Peme,intah Kabupaten Bekasi 
Bupati adalah Bupatl Bekasi 

BAB I 
KITTNTUAN UMUM 

Pasal I 
oatam Pe<aturan Bupatl lnl, yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Kabupaten Bekasl. 

PERATURAN BUPJ\TI BEKASI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN 
RElRIBUSI OAERAH. 

ler>etapkan 

M EM UTU SKA N: 

6 ~ Pef,-oeflntail Nomor 18 Tahun 2016 Tenr.,ng Perasgl<at 
Daean IL."'1'bafan Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2016 
lloanorll4); 

7 f'<>.raturan Menteri Oalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Peooman Penge!olaan Keuangan Oae<ah, sebagaimana telah 
beoerapa kall diubah terakhir dengan Pe<aturan Menteri Dalam 
Neg,eri Nomor 21 Tahon 2011 tcntang Perub.ahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 
Tentang Rellibusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi 
Nomor I Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraw.an 
Oaerah Kabupaten Bekasi Nomcx 6 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Oaerah ( Lembaran oaerah K.abupaten Bel<asi Tahun 
2017 Nomor !); 

9. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan SUsunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lernbaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2016 Nomor 6); 

LO. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Norm>< 8 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun ., 
Anggaran 2018 (lembaran Oaerah Kabupaten Bel<asi Tahun 
2017 Nomor 8); 

L!. Peraturan Bupatl 8ekas! Nomor 65 Tat"M.ln 2016 tentang -, ~1 •(. 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas <Ian Fu,gsi Serta Tata 
Kerja Oinas Penanaman Modal <Ian Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 8ekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten 8ekas1 
Tahun 2016 Nomor 65). 



Pasal 3 

I) PD pelaksana pemungutan retribusi diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertenru. 
2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (L) d•bayarl<an -.p trlwufan Poda 

awal triwulan berikutnya yang dihitung be<dasarl<an tahapan penerima tiap jenis retrlbUsi 
yang telah disetorkan ke Kas Oaerah. 

'3) Dalam hal target klnerja suaru tnwulan tidak tercapai, insentif unruk triwu!an tersebut 
dibayaJ1<an pada awal trlwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja tnWUlan 
yang ditentukan. 

4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidal< 
membatalkan insentif yang sudah dibayaJ1<an untuk triwulan sebelumnya. 

(5) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan JV realisasi men<:apai 100 % (seratus 
perseratus) atau leb!h, insentif diberikan unwk triwulan yang belum dibayaJ1<an. 

(6) Oalam hal target penerimaan pada akhir trlwulan JV realisasi kurang dari 100 % (serarus 
perseratus) tetapi telah mencapai atau melebihi target triwulan Ill, maka insentif 
diberikan untuk triwufan HI dan tnwulan sebelumnya yang belum dibayarl<an. 

f7j Dalam hal target penerimaan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai 
atau terlampaul. pembayaran Jnsentif diberikan pada tahun anggaran berilwtnya yang 
pelaksanaannya sesual dengan ketentuan pe,aturan perundang-unclangan. 

(8) 0a1am hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli oaerah tahUn am39aran 20181 
pembayaran Insentlf Retribusi Daerah mengao, dan berpedom•n k~pada perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 4 

Pemberlan Jnsentif Rebibusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 dJmaksudl<an 
unruk meningkatkan : 
Kinerja Perangkat Daerah; 

a. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; 
b. Pendapatan daerah dan; 
c. Pelayanan kepada masyarakat. 

BAB II 
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 2 

1 Ir.sentif diberikan kepada PO pelaksana pemungutan retribusi daerah. 
2) Jnsentlf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayall(an kepada: 

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 
b. Pejabat dan pegawai pada PO pelal<sana pemungutan retlibusi daerah sesuai dengan 

tanggung Jawab masing-masing. 

7 tnsenol ~ re<."""' daerah vang sela'lJU!n)a d<Sebut insent>f adalat> tambahan 
peoghasilan y-ong - se1>a9.r pengha,g""n acas ~inerJa rertentu dalam 
roelaksanal<an pemu,,g<lu!n retnbuSi daerah. 
Retribus, daerah ada>ah "P(JngUtan dae,ah sebagai 1)€fflbayaran atas jasa atau pembenan 
illn tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberil<an oleh Pemerintall Daerah unruk 
kepenongan orang pri1'adl atau Sadan. 
Pemungutan adalah suaru rangka!an kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek pajak dan retrlbusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tetUtang 
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajlb Pajak atau wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 



BAB ill 
SUMBER INSENTIF 

Pasal 6 
lnsentif bersember dari pendapatan retnbusi daerah sebagaimana telah d,1etapkan datam 
Peraturan Daerah yang mengatur mengenal Jenis dan besaran retribusl. 

BAB IV 
BESAAAN INSENTIF 

Pa,sal 7 
1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) yang dihitung berdasan<an 

tahapan penenmaan retr1bus1 daerah yang telah disetorl<an ke Kas Oaerah Kabupaten 
Bekasi. 

C2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapl<an melalul Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahon Anggaran 2018. V 

Pasal 8 
f:l!oerlma dan besaran pembayaran insentif retribusa daerah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Apabila pada akhir triWufan I realisasi meocapai 20 % (dua puluh perseratus) atau lebih, 
insentlf diberikan pada awal triwulan II; 
Apablla pada akhir triwulan I reallsasi kurang dari 20 % (dua pufuh perseratus), lnsentif 
tidak diberikan pada awat triwulan II melalnkan diberikan pada saat target tero,pai pada 
awal tnwulan berikutnya; 

• ~.pabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 55 % (1•-na puluh lima perseratus) atau 
leoih, insentif diberikan unttJk trlwulan 11 dan trlwulan I yang belum dibayarkan pada awal 
triwutan Ill; 

e Apabila pada akhlr triwuian II realisasi kurang dari 55 % (lima puluh lima perseratus), 
wsentlf untuk triwulan II belum dapat dibayarl<an pada awal tnwu'.an m melainkan 
d,berikan pada saat target tercapai pada triwulan berikutnya; 
Apablla pada akhir triwulan m realisasi kurang dari 80% (delapan pufuh perseratus) 
,nsentif tidak diberikan pada awal triwtllan JV tetapi insentif diberikan untuk tr!wulan II 
yang belum dlbayan<an pada awal triwulan m; 

_; Apablla pada ald1ir triwulan m realisasi meocapai 80% (delapan puluh perseratus) atau 
leblh, insentif diberikan untuk trlwulan Ill dan trlwulan sebelumnya yang belum 
dibayarkan pada awal triwulan IV; 

, Apabila pada akhir triwulan rv realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, 
1nsentif diberikan untuk triwulan yang belum clibayarkan; 
Apablla pada akhir trlwulan IV reallsasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetaj)l lebih 
dari 90o/o (sembllan puluh pe<seratus), Insentif dibenkan unt\Jk trlwulan ill dan biwulan 
sebelumnya yang belum dibayarkan; 

~ Target penerimaan retribus, per tnwulan ditetapkan sebagai berikut: 
I. sampai dengan triwulan I :20% (dua puluh perseeanes) •• 

t' ' 2. sampai dengan tnwulan n : 55% (llma puluh lima perseratus) .., 
3. sampai dengan triwulan III :80% (delapan puluh perseratus) ~ 

4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus) 

Pasaf 5 
;>ef)3 tertentu ~ """""5Ud cal.Im Pasal 3 adalah pencapalan @rget penenmaan 

""'1busi daeroh yang diteta=n dalam Anggaran Pendapatan dan Be!anja oaerah, yang 
:rabari<an secara biwular.an de!lqan ketentuan sebagai be<ikut 



~, BUPATI BEKASI/ 

Okarang Pusat 
113 Januari 2018 

Oitetapkan di 
Pada tanggal 

BABVI 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 11 
l>emberian lnsentif diberikan terhitung mulai bulan Januari 2018 yang dibebankan melalul 
-'PBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018. • 

BABVTI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
De<lgan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 'I Tahun 2017 
tentang lnsentif Pemungutan Retrlbusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak bettaku lagi. 

Pasal 13 
l'et'aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
"<gar setlap orang mengetahuinya, memetintahkan pengundangan Peraturan Bupati inf 
cengan peoempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 10 

i'>!ftanggungjawaban pemberian lnse{ltif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturata 
:aerundang·undangan. 

BABV 

PENGA.'<GGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
Pasal 9 

ll Kepala PD petaxsana pemungutan retribusi daerah men'l\lSUn penganggaran insenlif 
pemungutan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sel)agaimana damal<sud pada Pasal 
7. 

2) Pengan99aran inse{ltif pemungutan retrlbusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
dikelompokl<an ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasart<an jenis belanja 
pegawai, obyek befanja !nse{ltif pemungutan retribusi serta rincian obyel< be!anja 
recribusi. 


